Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Kaltim
T a h u n


Kata Pengantar


Pembangunan di berbagai bidang yang telah dilakukan selama kurun waktu Tahun 2009-2013, menunjukkan peningkatan dan perkembangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur menuju masyarakat sejahtera. Peningkatan dan pemerataan hasil pembangunan telah dirasakan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari evaluasi capaian target dan sasaran RPJMD 2009-2013, yaitu meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berkurangnya pengangguran dan menurunnya jumlah orang miskin. Bahkan saat ini telah melampaui target RPJMD 2013. Disisi lain kualitas lingkungan tetap terjaga dan semakin terkendali.


Sementara pelaksanaan pembangunan sesuai RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tanggal 17 Juni 2014 dan dilaksanakan secara tahun dalam RKPD Tahun 2014 dan RKPD Tahun 2015 serta secara periodic dievaluasi pelaksanaannya oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur bersama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Universitas Mulawarman dan LSM. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sampai tahun 2015 maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 tanpa merubah visi utama pembangunan daerah.
Alasan utama yang melandasi dilakukannya perubahan adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019), terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, kinerja ekonomi global yang cenderung menurun dan berdampak kepada kapasitas fiskal dan pembiayaan target pembangunan. 

Selain itu, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa target kinerja banyak tidak tercapai yang antara lain disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah sesuai dengan yang direncanakan. Alasan lain yang tak kalah penting dan melandasi dilakukannya revisi adalah karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perubahan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di beberapa bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana antara lain dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Konsultasi Publik sebagai tahapan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang harus dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat/pemangku kepentingan.

Demikian, atas partisipasi dari semua pihak kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.
Samarinda,    Oktober  2016
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DR.Ir. H. Zairin Zain, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 195907141986111001 

KERANGKA ACUAN

Konsultasi Publik Perubahan RPJMD 
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
I. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses yang menentukan tindakan masa depan yang tepat. Dalam hal ini perencanaan adalah tahapan yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ini BAPPEDA Provinsi/Kapupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan perencanaan sekaligus Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan terhadap Perencanaan di wilayahnya.

Sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah pada Tanggal 17 Juni 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, dan dilaksanakan secara tahunan dalam RKPD Tahun 2014 dan RKPD Tahun 2015,   dan  secara periodik dievaluasi pelaksanaannya oleh Bappeda. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2015 maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 tanpa mengubah visi utama pembangunan daerah.

Alasan utama yang melandasi dilakukannya perubahan adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019), terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, kinerja ekonomi global yang cenderung menurun dan berdampak kepada kapasitas fiskal dan pembiayaan target pembangunan. Selain itu, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa target kinerja banyak tidak tercapai yang antara lain disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah sesuai dengan yang direncanakan. Alasan lain yang tak kalah penting dan melandasi dilakukannya revisi adalah karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perubahan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di beberapa bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana antara lain dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Forum Konsultasi Publik sebagai tahapan penyusunan perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat/pemangku kepentingan.

II. 
MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN, MATERI, TEMA,  KELUARAN / OUTPUT, MEKANISME PENYELENGGARAAN

1. Maksud dan Tujuan
a. Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan.
b. Dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan 

2. Sasaran
Dari forum Konsultasi Publik tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis. Forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat.

. 
3. Materi
Materi Konsultasi Publik, meliputi :

a. Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018

b. Paparan Kepala Bappeda “Kerangka Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018”

4. Tema Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Kaltim Tahun 2013-2018 yaitu “Kebijakan dan Kondisi Nasional terhadap Perkembangan Pembangunan Kalimantan Timur ”.
5. Keluaran / Output
Keluaran yang diharapkan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik :  

a. Dari forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat
b. Rancangan Akhir Perubahan RPJMD disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan RENSTRA Perangkat Daerah. Bappeda mengirimkan rancangan akhir RPJMD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. 
6. Mekanisme Penyelenggaraan
Penyelenggraan Forum Konsultasi Publik sebagai berikut :

a. Sambutan Pembukaan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
b. Paparan Kepala Bappeda Kalimantan Timur;
c. Pembahas  1 dari Akademisi/Perguruan Tinggi;
d. Pembahas  2 dari Bank Indonesia;
e. Pembahas  3 dari Swasta/KADIN;
f. Pembahas 4 dari Organisasi non pemerintah;
g. Diskusi.
III. 
NARASUMBER DAN PEMBAHAS
1. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
2. Akademisi/Perguruan Tinggi
3. Bank Indonesia
4. KADIN Prov. Kaltim.
5. Organisasi non pemerintah  
IV. 
PESERTA
Peserta Konsultasi Publik berjumlah sekitar 200 orang yang terdiri dari : 

1. Ketua DPRD Prov. Kaltim dan Ketua Komisi DPRD Prov. Kaltim

2. Seluruh Staf Ahli Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Sekda Provinsi Kalimantan Timur

5. Instansi Vertikal

6. Akademisi/Perguruan Tinggi

7. Guru Besar Perguruan Tinggi

8. Asosiasi Profesi

9. Unsur Perbankan

10. Swasta

11. Tokoh Masyarakat

12. Organisasi Masyarakat

13. Lembaga Swadaya Masyarakat

V. 
PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Konsultasi Publik bersumber dari kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD  DPA Bappeda  Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016.

VI. 
TEMPAT

Pelaksanaan Konsultasi Publik, bertempat di Ruang Rapat Renstra Lantai 3 Bappeda Prov. Kaltim

VII. 
WAKTU

Pelaksanaan Konsultasi Publik Pada Hari Senin Tanggal 24 Oktober 2016.
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VIII. 
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab penyelenggaraan Konsultasi Publik adalah Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana Teknis kegiatan adalah Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

IX. 
PENUTUP

Demikian panduan ini dibuat untuk menjadi bahan acuan demi terlaksananya peyelenggaraan Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. 

Atas peran serta semua pihak, kami ucapkan terima kasih. 

Samarinda,       Oktober   2016  

KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALTIM 

DR.Ir. H. Zairin Zain, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 195907141986111001 
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